PENETAPAN KINERJA 2005
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
	No
	Agenda Kebijakan *)
	Program Utama *)
	Sasaran *)
	Indikator Kinerja Output **)
	Indikator Kinerja Outcome **)
	Anggaran

(Ribu Rp.) **)

	
	
	
	
	Uraian
	Target
	Uraian
	Target
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1.


	Pembinaan penyelenggaraan insfrastruktur mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis  


	Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha didaerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU.


	· Terselenggaranya pendidikan / keahlian teknik bidang PU

· Terlaksananya penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kinerja para pelaku pembangunan bidang PU.
	· Jumlah karyasiswa (KS) pendidikan program D1, D3 dan D4

· Jumlah karyasiswa pendidikan program Magister (S2)

· Jumlah Konsep Perencanaan Manajemen SDM dan Budaya Kerja.


	963 KS

319 KS

Satu Konsep 


	· Jumlah lulusan Karyasiswa (KS) pendidikan program D1, D2 dan D3.
· Jumlah lulusan Karyasiswa (ks) pendidikan program Magister (S2).
· Jumlah ketetapan / pedoman Perencanaan Manajemen SDM dan Budaya Kerja.
	363 KS

213  KS

1 (satu) Pedoman 


	38.510.000
1.410.000

	2.


	Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

	Pembinaan daya saing pelaku usaha industri konstruksi.


	· Terselenggara nya Pelatihan Tenaga kerja Konstruksi

· Bakuan kompetensi seluruh jenis usaha/tenaga kerja ditetapkan.


	Jumlah Pelatihan :
· Tenaga Kerja Ahli
· Tenaga Kerja Terampil
· Tenaga Operator &  mekanik.
· Tenaga Teknis Konstruksi
· Tenaga Instruktur
· Jumlah Penyelenggaraan Konvensi untuk Menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Ketrampilan Keahlian Nasional)

· Jumlah Konsep Pedoman Teknis K3 Jembatan Layang dan Jembatan Bentang Panjang

	125 Org
745 Org

70 Org

225 Org

172 Org
26 buah

Satu Konsep Pedoman
	Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat:
· Tenaga Kerja Ahli
· Tenaga Kerja Terampil
· Tenaga Operator &  mekanik.
· Tenaga Teknis Konstruksi
· Tenaga Instruktur
· Jumlah Penetapan SKKNI 
· Jumlah Pedoman Teknis K3 Jembatan Layang dan Jembatan Bentang Panjang menjadi bentuk ketetapan.
	120 Orang
730 Orang

60 Orang

200 Orang

170 Orang

26 buah 

Satu Pedoman


	29.574.000
4.300.000


	
	
	 
	· Sistem manajemen mutu (SMM) konstruksi dan sistem manajemen K3 pekerjaan konstruksi diterapkan secara konsisten, sehingga mutu konstruksi terjamin.

· Standarisasi bahan dan peralatan konstruksi serta teknologi tepat guna diterapkan.
	· Jumlah Konsep Pedoman Laik Fungsi Peralatan terhadap Mutu Konstruksi. 

-
Jumlah sosialisasi pemahaman Sistem Manajemen Mutu  (SMM) Konstruksi Air Bersih dan Air Limbah 
	Satu Konsep Pedoman

2 Kali di

2 provinsi   

(70 orang)


	· Jumlah Pedoman Laik Fungsi Peralatan terhadap Mutu Konstruksi menjadi bentuk ketetapan

· Jumlah pelaksana kegiatan konstruksi Air Bersih & Air Limbah yang mampu menerapkan SMM.
	Satu Pedoman

70 org.

	

	
	
	
	· Terwujudnya persyaratan penguasaan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu/ISO 9001-2000 serta Sistem Manajemen K3/OHSAS.


	· Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

· Jumlah Penilaian Efektivitas penerapan SMM dan kaidah-kaidahnya dalam proyek-proyek Bidang Ke-PU-an
· Jumlah Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Bagi Penyedia Jasa Golongan Kecil.
	8 Kali di

8 provinsi (320 orang)

3 Kali di

3 provinsi

10 Kali 

di 10  Prop. (700 penyedia jasa Gol. kecil)
	· Jumlah pelaksana konstruksi yang melakukan sistem K3

· Jumlah pelaksana kegiatan konstruksi yang sudah menerapkan SMM di 3 propinsi.

· Jumlah penyedia jasa Golongan Kecil yang mampu menerapkan SMM Konstruksi.
	320 orang di

8 Provinsi

Meningkat

700 Badan Usaha
	

	
	
	
	· Kelembagaan  masyarakat jasa  konstruksi dan lembaga pembina jasa konstruksi berjalan sesuai amanat UU Jasa konstruksi.

· Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja Jasa Konstruksi 
	· Jumlah Terselenggara nya forum jasa konstruksi nasional dan bantuan teknik forum jasa konstruksi daerah, serta konsultasi  kelembagaan

· Diseminasi terpadu kebijakan pengadaan mutu konstruksi dan jasa konstruksi
· Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Fasilitator Penanggung  Jawab Teknik (PJT) badan usaha 
	1 (satu) kali 

Forum Jasa konstruksi Nasional di Jakarta. Bantuan  teknik serta Forum Jasa Konstruksi   daerah 4 kali di 4 Provinsi

10 propinsi

4 Kali  di

4 Provinsi

(90 orang)

 
	· Besarnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Jasa  Konstruksi 

· Jumlah fasilitator yang memakai kebijakan pembinaan jasa konstruksi 

· Jumlah Fasilitator PJT yang meningkat kompetensinya
	Meningkat

20 di 

1 (satu) propinsi (200 orang) 

90 orang


	5.568.000


	
	
	
	· Terselenggaranya pembinaan kemitraan, pengemba-ngan peran masyarakat dan perkuatan kelembagaan 

· Proses Usaha Jasa  Konstruksi lebih efisien dan sehat 

· Pasar jasa konstruksi regional terbuka


	· Jumlah Pelaksanaan Rakor Pembina Jasa Konstrusi (PJK)

· Jumlah Pelaksanaan Pembinaan penertiban IUJK

· Jumlah Pelaksanaan Pemantauan untuk penerapan peraturan perundangan Jasa  Konstruksi

· Fasilitasi dan Penyiapan Materi Perundingan liberalisasi jasa konstruksi

· Publikasi bidang konstruksi dan investasi
	3 kali  (Nasional – Wil. Barat & Wil.Timur)

10 Kali di

10 Provinsi 

(96 Kota/Kab)

17 Kali di

17 Provinsi

1 konsep

1 (kali) dalam setahun
	· Jumlah PJK  provinsi  yang dapat melaksanakan pembinaan sesuai UU Jasa Kontruksi

· Jumlah Kab/kota yg melakukan tertib penyeleng. IUJK
· Jumlah Pemerintah Propinsi yang dapat menerapkan peraturan perundangan Jasa Konstruksi

· Materi perundingan

· Informasi mengenai konstruksi & investasi
	60 orang Pembina 

96 Kota / Kab

17 Provinsi

1 (satu) pedoman

Meningkat
	1.086.000



Jakarta, 15 Agustus 2005

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia
Iwan Nusyirwan Diar
NIP. 110018127
*)  RENSTRA DEP. PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005 – 2009


**)  DIPA TAHUN 2005
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